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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

1. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang rangkap Jabatan 

adalah Majelis Pengawas Daerah berdasarkan kewenangannya, melalui 

tim Majelis Pemeriksa Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan 

untuk meminta klarifikasi secara tertulis/resmi, dengan 2 (dua) kali 

pemanggilan. Pemanggilan tersebut didasarkan pada fungsi dan 

kewenangan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah. 

2. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui tim 

Pemeriksanya adalah dengan memeriksa Notaris yang bersangkutan 

secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas 

Wilayah, sehingga akhirnya sampai pada putusan memberikan 

rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis 

Pengawas Pusat Notaris. 

3. Yang membuat Notaris melakukan rangkap Jabatan sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah disebabkan karena tidak 

memaknai arti sumpah/janji Jabatan, tidak mematuhi Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya, tidak mempunyai 

integritas terhadap Jabatan yang dipangkunya, tidak punya waktu untuk 

mengajukan cuti dan tidak merasa ada yang mengawasinya yang 

nantinya akan memberikannya sanksi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris. 
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B.   Saran. 

1. Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah yang 

melakukan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan terhadap 

Notaris yang rangkap Jabatan harus melakukan tindakan dan  

memberikan sanksi tegas yang mempunyai efek jera, sesuai dengan 

UUJN dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Terhadap Notaris yang merangkap Jabatan yang dilarang oleh 

peraturan perundang-undangan, pada saat bersamaan, maka wajib 

untuk mengajukan cuti atau permohonan pemberhentian, bila tidak 

dilaksanakan maka Notaris yang bersangkutan harus siap menerima 

sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. 

3. Bagi organisasi Notaris sebaiknya selalu melakukan kontrol atau 

pengawasan terhadap tingkah laku daripada anggotanya terutama bagi 

yang merangkap Jabatan, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara 

dini terjadinya pelanggaran UUJN dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

4. Setiap rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat yang 

disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis 

Pengawas Pusat Notaris, untuk segera diproses, dan diajukan kepada 

Menteri untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak 

hormat, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan, hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum bagi 
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Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat 

tersebut. 
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